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Semangat desentralisasi ialah bahwa pembangunan di daerah dilakukan berdasar kebutuhan
masyarakat dan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pembangunan di daerah juga
akan merangsang bisnis di daerah berupa investasi dan semakin membesarmnya arus
perdagangan. Namun dalam implementasi otonomi daerah hingga saat ini belum memperbaiki
iklim usaha di daerah secara signifikan. Bahkan beban sektor swasta di daerah semakin berat
dengan makin banyaknya beban pajak dan retribusi. Hasil survey terhadap persepsi pelaku usaha
mengenai penerapan otonomi daerah di 12 propinsi pada 3 aspek yang dicermeti, yakni birokrasi
perijinan usaha, pungutan terhadap pelaku usaha dan arah kebijakan pemerintah daerah,
menyebutkan bahwa kondisi iklim usaha dari ketiga aspek tersebut cenderung memburuk (REDI,
2003).

Beberapa studi menyebutkan distorsi ekonom akibat penerapan otonom daerah telah
mengancam turunnya daya saing. Situasi makro ekonomi di Jawa Barat pun telah terancam
dengan berkurangnya daya saing tersebut.! Salah satu yang dapat mengancam daya saing dan
perkembangan usaha ialah kebijakan setiap pemerintah daerah (Pemda) yang hanya berorientasi
pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) daerahnya. Atas dasar ini, berbagai peraturan
dan kebijakan lain dibuat tanpa memperhatikan sisi efisiensi ekonom yang pada akhimya
menimbulkan distorsi dan high cost economy. Setiap daerah membuat peraturan daerah (PERDA)
tentang pajak daerah, retribusi dan pungutan lain serta perijinan usaha yang menyebabkan pelaku
usaha harus membayar atau mengurus lebih dari yang sewajarnya.

! Studi PUPUK dan INPUK M tentang Perda Review serta penelitian SMERU dan studi K PPOD tentang
Perda yang menjelaskan dampak penerapan Otonomi Daerah yang semakin mengkhawatirkan bagi pelaku
usaha.



PUPUK melihat bahwa untuk mengatasi beban ini pemerintah daerah bersama pemerintah
propinsi perlu untuk lebih memperhatikan pendapat sector swasta. Sehingga terdapat kemitraan
dan kerjasama untuk membangun daerah. Kemitraan pemerintah dan sector swasta telah menjadi
tern di seluruh dunia. Kemitraan ini merupakan model kerjasama untuk penyusunan kebijakan
pembangunan. Kemitraan merupakan kata kunci untuk memperoleh hasil yang maksimal dari
suatu kebijakan pembangunan. Pemerintah memiliki  sumberdaya yang terbatas untuk
mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Sementara, sektor swasta membutuhkan iklim usaha
yang bak untuk mengembangkan bisnisnya. Hubungan kemitraan untuk mengoptimalkan
tercapainya kesejahteraan dapat dilakukan melalui kerangka kerjasama dalam pembangunan
dalam arti yang luas (wide-range of development) termasuk pelayanan publik, pembangunan SDV,
pengembangan masyarakat, pembangunan infrastruktur dan pembangunan social-ekonomi
lainnya sebagaimana halnya penciptaan lingkungan usaha yang baik (Seldadyo, 2003).

Konsep Program

Jawa Barat merupakan salah satu propinsi terpenting dalam industri pengolahan di Indonesia.
Menurut data BPS, harmpir 60 persen industri pengolahan nasional berlokasi di Jawa Barat. Sektor
ini memberi kontribusi terbesar dalam pembangunan ekonomi di Jawa Barat. Selanjutnya berturut-
turut yang memberikan kontribusi penting bagi perekonomian Jawa Barat ialah pertanian dan
perdagangan. Sebagai salah satu propinsi dengan investasi luar negeri dan dalam negeri yang
besar dengan pertumbuhan yang pesat di Indonesia, Jawa Barat perlu dicermati pranata kebijakan
yang ada. Apakah di masa depan pranata yang ada tersebut telah memadai untuk bersaing dalam
merangsang masuknya investasi dengan propinsi tetangga? Dan apakah pranata kebijakan
tersebut telah cukup memberi ruang yang proporsional bagi tumbuh dan berkembangnya dunia
usaha di daerahnya? Untuk melihat sejauh mana pemerintah kota/kabupaten di Jawa Barat
memiliki kepetingan yang cukup terhadap tumbuhnya iklim usaha yang kondusif, maka program ini
melihat tidak pada tataran kebijakan pemerintah propinsi, tapi pada tataran kebijakan pemerintah
kota dan kabupaten, sebab sesuai semangat otonomi daerah, pemerintah kota/kabupaten adalah
pemegang kunci pembangunan daerah.

Sebuah daerah akan mampu bersaing jika Pemerintahan Daerah tersebut mampu menciptakan
dan menawarkan lingkungan yang kondusif bagi sektor bisnis yang memungkinkan sektor bisnis
bersaing dalam arti sebenamya. Kemampuan daya saing ini intinya bertumpu pada kapasitas
inovasi dari semua pihak (stakeholder) baik dari Pemerintahan maupun dari swasta. Secara
ringkas diagram berikut menjelaskan keterkaitan diatas:



Pemerintah Daerah

Sektor Swasta:
- Usaha Kecil

- Usaha Menengah
- Usaha Besar

KAPASITAS DAYA KESEJAHTERAAN/
INOVASI SAING KEMAKMURAN

Untuk mencapai hal diatas maka program ini akan memerlukan intervensi di semua lini dan aspek
dari berbagai pihak sehingga secara menyeluruh terjadi penguatan yang sistimatik pada semua
komponen penggerak ekonomi dari daerah. Pemberdayaan dan penguatan akan dilakukan pada

semua tingkatan:

- lingkungan makro (pemegang kebijakan daerah).
- lingkungan meso (dinas teknis, asosiasi pengusaha dan konsultarypembina) dan
- lingkungan mikro (unit usaha)

Ekonomi Makro

Lingkungan Makro
Layanan Pemerintah
Politik & Pemerintahan (lokal/nasional)

Lingkungan Dunia Usaha

PASAR
Pelanggan Tenaga Kerja

peraturan : Intervensi
Dan Bahan Baku Keterampilan .
ECU Doralatan Pelaku el losf Pemerintah
Usaha .
Modal JARINGAN Informasi
Pengaruh Luar (globalisasi) Kondisi Alam

Budaya dan Masyarakat




Dalam memformulasikan lingkungan usaha yang kodusif seperti diagarm diatasl, pemerintah
daerah perlu memiliki kerangka strategi besar tentang arah pembangunan ekonom daerah.
Sehingga seluruh perangkat kebijakan akan diarahkan pada kerangka besar tersebut. Jadi dalam
hal ini pemerintah daerah punya dua tugas pokok, yaitu :
a. Merumuskan strategi pembangunan ekonomi daerah.
b. Merumuskan kebijakan yang diperlukan atau mengeliminir kebijakan yang menghambat
perkembangan dunia usaha.

Untuk merumuskan strategi pembangunan dan merumuskan kebijakan yang diperlukan, maka

langkah penting yang disarankan adalah mulai dengan penataan iklim usaha kompetitif. Elemen-

elemen penataan iklim usaha kompetitif meliputi 4 aspek perbaikan :

a. Kondisi Faktor meliputi kebijakan , infrastruktur fisik, SDIV, Sumber modal dll

b. Kondisi Permintaan meliputi tingkat permintaan lokal

c. Industri terkait dan pendukung meliputi ketersediaan dan kualitas pemasok dan indutri terkait
serta hadimya klaster industri yang kuat;

d. Strategi perusahaan dan persaingan meliputi strategi yang diambil oleh perusahaan serta
keadaan persaingan tingkat lokal

Deskripsi dari hal tersebut adalah sebagai berikut :
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Agenda Tata Ekonomi dan Kebijakan

Kab Sumedang memiliki potensi pada sektor agroindustri dan wisata budaya. Hanya saja
kebijakan makro daerah tidak ada yang secara khusus mengurusi sektor-sektor ini, padahal kedua
sektor ini menghidupi sebagian besar warga Sumedang.

Melalui titik masuk kedua sektor ini, kita ingin bicara iklim usaha Sumedang. Kedua sektor ini tidak
berarti apa-apa jika iklim usaha di seputar sektor tersebut juga tidak diurus. Oleh karena itu
langkah awal adalah pemetaan pelaku usaha diseputar sektor-sektor tersebut dengan pendekatan
Klaster industri, selanjutnya adalah pemetaan iklim usaha dan perkuatan lingkungan usahanya.

Agenda tata ekonomi dan kebijakan pemerintah berada pada elemen dari agenda perkuatan
lingkungan usaha ini. Untuk melakukan inisiasi agenda tata ekonomi dan kebijakan pemerintah di
Sumedang, maka pemerintah Sumedang bekerjasama dengan PUPUK (Perkumpulan Untuk
Peningkatan Usaha Kecil) dan didukung oleh Freidrich Naumann Stiftung (FNS) melakukan studi
pendahuluan terhadap iklim usaha di Kab Sumedang dengan menggunakan instrumen "diamond
faktor” dari Porter. Kerangka studi pendahuluan ini terlihat dalam diagram sebagai berikut :

Regulasi dan Multi- Identifikasi
Data Ekonomi Stakeholder Lingkungan
Workshop | lkaha

Rekomendasi bagi Perbaikan Lingkungan
Usaha




Tahapan proses yang sudah dilakukan dalam kerangka kegiatan ini adalah :
a. Survey sekunder dan promer terhadap pelaku usaha guna memotret persepsi mereka
terhadap lingkungan usaha Sumedang
b. FGD private sektor dan public sektor

Saat ini tahapan yang akan dan sedang dilaksanakan adalah workshop multistakeholder yang
diharapkan menghasilkan output adanya rekomendasi bagi perbaikan lingkungan usaha.

Pemetaan Entitas Klaster

Entitas klaster dalam hal ini adalah pelaku yang terhubung secara bisnis maupun non-bisnis,
secara vertikal (pemasok-inti-pembeli) maupun secara horizontal (industri terkait-industri inti dan
industri pendukung). Untuk Sumedang para stakeholder yang hadir dalam workshop menyepakati
dua Klaster yaitu agroindustri dan wisata budaya. Klaster berbasis agroindustri-pangan olahan
bernama Klaster "Sumedang Mencrang” sedangkan Klaster berbasis wisata budaya bernama
Klaster "Sumedang Tandang”.

Peta Klaster "Sumedang Tandang” adalah :



Klaster Wisata
“Sumedang Tandang”

Peternak .

Bumi Kunjungan Anak Sekolah
Perkemahan
Kiara Payung
SangBud |
5 Pengunjung Transit
Wisata Air Panas Cileungsing

dan Cipanas

Makam Cut Nya Dien & Dayeuh
Luhur

Kerajinan
tempurung bambu

rangginan ‘

Jasa Rumeh Jasa Tehnik & BRI = Operator Pemandu
e
] i

Sementara peta klaster Sumedang Mencrang adalah sebagai berikut :

Klaster Produk Asli
“Sumedang Mencrang”
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Klaster itu adalah cara pandang terhadap kegiatan ekonomi, bahwa kegiatan ekonom pada
kenyataannya selalu terhubung dengan kegiatan ekonomi lain, didepan atau forward lingkage
maupun dibelakang atau backward lingkage, juga terhubung melalui hubungan indutri terkait-inti
dan pendukung. Dalam cara pandang Klaster, peran pemerintah, asosiasi dan lembaga swadaya



mesyarakat berperan dalam memperkuat atau merangsang transaksi. Khusus untuk pemerintah,
maka peran mereka sangat signifikan, yaitu menentukan kebijakan dalamiklim usaha.

Melalui cara pandang klaster ini, memicu agenda perkuatan klaster yaitu menumbuhkan hubungan
serta memperkuat kualitas hubungan antar-pelaku. Dengan perkuatan kualitas hubungan, maka
Klaster diharapkan memberi manfaat yaitu :

a. merangsang terjadinya komersialisasi

b. merangsang produktifitas

C. Mmerangsang inovasi

Dalam kasus Sumedang, pendekatan Klaster ini menggugah para peserta diskusi terhadap nilai
pentingnya perencanaan partisipatif serta kesepakatan terhadap agenda bersama.

Pemetaan Lingkungan Usaha

Pemetaan lingkungan usaha ini disusun berdasarkan klaster industri spesifik. Peta lingkungan
usaha untuk klaster Sumedang Tandang- berbasis warisan budaya, terlinat sebagai berikut :

Untuk Kondisi Faktor :

Kondiw Kondisi Input(2)

Kondisi Permintaan Industri Terkait dan Pendukung



Kondisi Permintaan
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Untuk strategi perusahaan dan persaingan adalah :

Strategi perusahaani

Peta lingkungan usaha untuk klaster Sumedang Mencrang — berbasis pangan olahan, adalah
sebagai berikut :

Kondisi Input Kondisi Permointaan
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Kondisi Input Kondiw
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Industri Terkait dan Pendukung Strategi Perusahaan dan Persaingan

Industri Terkait Strategi perusahaan
dan Pendukung dan persaingan

Dalam diskusi fokus private dan publik sektor beberapa waktu lalu, maka agenda perkuatan
dirumuskan sebagai berikut :

Untuk Klaster Wisata Sumedang Tandang, maka agenda prioritas perkuatannya adalah :

Agenda Prioritas Perkuatan Iklim Usaha
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Sementara untuk Klaster pangan olahan Sumedang Mencrang agenda perkuatan adalah sebagai

berikut :
‘ y .
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Resume Isu Agenda Perkuatan

Dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya dan kemungkinan jangkauan
implementasinya, maka agenda prioritas perkuatan ini diperas lagi menjadi beberapa isu penting
oleh POKJA, Unsur Bappeda dan PUPUK; yaitu :

Perkuatan kapasitas aparat pemda

Standardisasi dan keamana pangan

Perkuatan lembaga promosi wisata budaya

Menumbuhkan wirausaha baru

Menumbuhkan program insentif untuk merangsang produk inovatif

a A 0w D oE

Beberapa resume isu ini diangkat dalam agenda workshop perbaikan iklim usaha yang
diselenggarakan pada 20 Juli 2006 di Gedung Negara Sumedang ini, yaitu perkuatan kapasitas
aparat penmda, standardisasi dan kearmanan produk serta promosi wisata budaya daerah;

Lembaga Kolaboratif
Untuk mengawal inisiasi perkuatan lingkungan usaha di Sumedang ini, maka peserta FGD
beberapa wakiu lalu menyepakati POKJA dengan susunan pengurus sebagai berikut ini :

1. Ketua : Yana Mulyana - pengusaha

2. Sekretaris : Wahyu — Diskop dan UKM

3. Anggota
Heri Dimeja — Bappeda Dudang — Opak Oded
Rasyidin — ASPEP Nur Alamsyah - Disperindag
Daskum—KOPTI Bu Ayi pedagang kedelai
Tuti -pengusaha sapi potong Endil 4pengusaha tahu
Enok - Disnakertrans Nina - pendamping

Resume

Beberapa poin penting dalam Studi Pendahuluan Agenda tata ekonomi dan kebijakan pemerintah
daerah Kab Sumedang ini adalah :
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Pemerintah daerah umumnya kurang menyadari penghambat iklim usaha bagi dunia
usaha bersumber dari kebijakan yang dimilikinya

. perbaikan iklim usaha disadari sangat penting untuk mendorong peningkatan daya saing
daerah

Proses perbaikan mutlak harus dilakukan secara partisipatif bersama para stakeholder
kunci dari unsur private sektor maupun publik sektor

. Apapun peta problem dalam pemetaan iklim usaha, merupakan problem yang disepakati
sebagai problem bersama

. Agenda perkuatan disepakati oleh publik sektor dan private sektor

Mengingat adanya keterbatasan sumberdaya, meka para stakeholder menyepakati
agenda prioritas untuk jangka waktu 5-7 tahun;

Untuk mengawal agenda prioritas ini menjadi agenda tindak kedepan, maka diperlukan
kelompok kerja yang efektif dan saat ini sudah terbentuk.



